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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik mengatur bahwa salah satu fungsi Komisi Informasi
adalah menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Fungsi dimaksud dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan
badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan/atau Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat RI dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib
dijamin pelaksanaannya oleh setiap badan publik sebagai penyelenggara
negara dan/atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan
pengawasan publik atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan

publik, mendorong badan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan



